
BUPATI PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 320 ayat (1), ayat
(4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014, Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Paling   Lambat 6 (Enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir;

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Pesawaran Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007  Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 4749);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana telah diubah  beberapa
kali  terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007  Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4826);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia  Nomor 5272);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 903);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran.



b. Neraca.

c. Laporan Arus Kas.

d. Laporan Operasional.

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

f. Laporan Perubahan Ekuitas.

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan kinerja dan ikthisar laporan Keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a
tahun anggaran 2017 sebagai berikut :
a. Pendapatan
b. Belanja

Rp. 1.328.405.995.757,77
Rp. 1.090.464.524.119,00

Surplus/Defisit Rp. 47.479.519.548,77

c. Pembiayaan
 Penerimaan
 Pengeluaran

Rp. 13.633.536.338,14
Rp. 1.500.000.000,00

Surplus/Defisit Rp. 59.613.055.886,91

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sebagai berikut :
a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah

Rp. (35.970.757.083,23) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pendapatan Rp. 1.364.376.752.841,00
2. Realisasi Rp. 1.328.405.995.757,77
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (35.970.757.083,23)

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah
Rp. (95.492.288.537,28) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran belanja Rp.1.185.956.812.656,28
2. Realisasi Rp.1.090.464.524.119,00
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (95.492.288.537,28)

c. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah
Rp. 59.613.055.886,91 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Rp. (12.133.536.338,14)
2. Realisasi Rp. 47.479.519.548,77
Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 59.613.055.886,91

d. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. 0.00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Rp. 13.633.536.338,14
2. Realisasi Rp. 13.633.536.338,14
Selisih Lebih/(kurang) Rp. 0,00

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Rp. 1.500.000.000,00
2. Realisasi Rp. 1.500.000.000,00
Selisih Lebih/(kurang) Rp. 0,00



f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran Pembiayaan Netto Rp. 12.133.536.338,14
2. Realisasi Rp. 12.133.536.338,14
Selisih Lebih/(kurang) Rp. 0,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, huruf b per  31 Desember
tahun 2017 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset Rp. 1.944.510.859.594,10
b. Jumlah Kewajiban Rp. 39.912.726.234,00
c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.904.598.133.360,10

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal  1 ayat (1) huruf c
untuk tahun  yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2017
sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017 Rp. 14.062.253.364,37
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp. 375.021.736.562,77
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp. (329.045.967.014,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp. 2.011.519.150,90
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun

2017
Rp. 59.821.748.485.91

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf
d tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. LAMPIRAN I LRA.
Lampiran I.1 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut

urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negara;

b. LAMPIRAN II Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. LAMPIRAN III
d. LAMPIRAN IV
e. LAMPIRAN V
f. LAMPIRAN VI
g. LAMPIRAN VII

Laporan Oprasional;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan atas Laporan Keuangan;



h. LAMPIRAN VIII
i. LAMPIRAN IX
j. LAMPIRAN X

k. LAMPIRAN XI
l. LAMPIRAN XII

m. LAMPIRAN XIII
n. LAMPIRAN XIV
o. LAMPIRAN XV
p. LAMPIRAN XVI
q. LAMPIRAN XVII
r. LAMPIRAN XVIII
s. LAMPIRAN XIX

Daftar Rekapitulasi Piutang;
Daftar Rakapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir Dan Penyisihan
Dana Bergulir
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
Daftar Rakapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan aset tetap Daerah;
Daftar Rekapitulasi Aset Daerah;
Daftar Rekapitulasi KDP;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kwajiban Jangka Pendek;
Daftar Kwajiban Jangka Panjang;
Daftra Kegiatan kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun berikutnya;

t. LAMPIRAN XX

u. LAMPIRAN XXI

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran Lainnya

Pasal 8
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.
Diundangkan di Gedong Tataan

pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 38
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG : 5/727/PSW/2018.

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto
SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002


